PERANGKAT SOSIALISASI-UU RI NO.:6/2014 TENTANG DESA

“...Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah: darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan: kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
sosial...” (Pembukaan UUD 1945)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Menimbang:

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingon masyarakat
setempat dan BERPERAN MEWUJUDKAN CITA-CITA
KEMERDEKAAN berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk
sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar MENJADI
KUAT, MAJU, MANDIRI, .-DAN:- DEMOKRATIS sehingga dapat ;
menciptakan: landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera;

¢. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
diatur tersendiri dengan undang-undang;

d. ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Undang-Undang tentang Desq;
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Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan
Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

PENJELASAN ATAS UU Rl NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

2.a. Tujuan Pengaturan B
Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi b
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiaq,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut: melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

waaah, kalau grafiknya naik
terus seperti ini, desa akan
maju dan mandiri pak.

Sekarang, produksi kita
mulai normal. Bahan baku
sudah datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak
tradisional dalam:mengatur-dan mengurus kepentingan masyarakat
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara
Rl Tahun 1945 perlu DILINDUNGI DAN DIBERDAYAKAN AGAR MENJADI
KUAT, MAJU, MANDIRI, DAN DEMOKRATIS sehingga dapat menciptakan
landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan
ditetapkannya pengaturan Desa dalam UU ini merupakan: penjabaran lebih lanjut
dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1) memberikan PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS
DESA yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum
dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia; o
2) memberikan KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA dalam o
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesiq;
3) melestarikan dan memajukan ADAT, TRADISI, DAN BUDAYA masyarakat Desa;
4) mendorong PRAKARSA, GERAKAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA untuk pengembangan potensi

Minggu ini ngajak
anak-anak piknik ah.

Rileks dulu.
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i1 Wah pagi yang asik nih.
Ada pisang goreng
sebelum kerja

dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; : SRR ;

5) membentuk Pemerintahan Desa yang PROFESIONAL, EFISIEN “g ) -a.J .
DAN EFEKTIF, TERBUKA, SERTA BERTANGGUNG JAWAB; e % ; :

6) meningkatkan PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA ﬁo : - Kita _berur?tung
MASYARAKAT DESA guna mempercepat perwujudan o Vo . dapat menikmati udara dan

kesejahteraan umum; air bersih di sini.

7) ‘meningkatkan- KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT .
DESA guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu Lihat semua ternak "SCgl) i *i,i
, di desa ini (‘g e

memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari % Pak Kades.
ketahanan nasional;

8) memajukan PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA serta
mengatasi: KESENJANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL;
dan

9) memperkuat masyarakat -Desa sebagai
SUBJEK PEMBANGUNAN.
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Sepakat dengan :
harga itu ya Bu!
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Syukurlah, ternakku
mulai ada hasil.
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Pasal 2 o
Anak-anak harus makan e .,

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan B aha Juga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan B bUahblaban

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, karena mengandung bany

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lanies

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka.

8 - Puskesmas di Kita
akan dibuka lagi kan
bu?

BAB |
KETENTUAN UMUM Pasal 3 BAB IV
Pengaturan Desa berasaskan: KEWENANGAN DESA
Pasal 1 a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; Bagian Kesatu
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; Pasal 18 Pemerintah Desa
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah |. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pasal 25
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Pasal 4 dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional Pengaturan Desa bertujuan: masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang lain.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah Pasal 19
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kewenangan Desa meliputi:

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan . memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; BAB IX
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi b. kewenangan lokal berskala Desa; PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah PERDESAAN

. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut masyarakat Desa; dan Bagian Kesatu
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur . mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat . kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pembangunan Desa
penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

kesejahteraan bersama; Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 78

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain . membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan perundang-undangan. (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang . meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa Pasal 22 penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
menyepakati hal yang bersifat strategis. . meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu Desq, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nasional; (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
masyarakat Desa. . memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi biaya. kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan

kesenjangan pembangunan nasional; dan perdamaian dan keadilan sosial.

. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber BAB V
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, BAB IlI ©)
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. PENATAAN DESA Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. H NTE RFACE
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya Pasal 7 MENDORONG KETERBUKAAN TFORMASI PUBLIK
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: Pasal 24 www.interface.or.id
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, . mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan . mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; -
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, . mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; ?
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi . meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi;
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. . meningkatkan daya saing Desa. i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. www.penabulualliance.org



